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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit
2.1.1  Pengertian Auditing
Pada prinsipnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi yang ada dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi yang dimaksud disini merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan istilah audit dikenal dengan nama auditing. Pengertian auditing menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:9) adalah :

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.
Sedangkan menurut Alvin A. Arens yang diterjemahkan oleh Amir Abadi  Jusuf dalam bukunya Auditing (2003:15) adalah  :

“Pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, auditing harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen”.
Pendapat lain menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya Auditing (2004:3) adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.
Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti, yang dilakukan oleh seorang auditor yang independen dan kompeten serta memberikan pendapatnya atas pemeriksaan yang telah dilakukan, juga melaporkan informasinya kepada pemakai.
2.1.2 Jenis-jenis Audit

Jenis-jenis audit  menurut  Sukrisno Agoes  dalam bukunya Auditing (2004:10) adalah :

Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :
“1.   General Audit (Pemeriksaan Umum)
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus)”.
Kedua buah jenis audit yang ditinjau dari luasnya pemeriksaan diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.  General Audit (Pemeriksaan Umum)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. 

2.   Special Audit (Pemeriksaan Khusus)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas :

“1.   Management Audit (Operasional Audit)

2. Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) 

3. Internal Auditing (Pemeriksaan Intern)

4. Computer Audit”.
Kempat buah jenis audit pemeriksaan diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.   Management Audit (Operasional Audit)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
2.  Compliance Audit (Pemeriksaan Ketaatan) 

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak ekstern (Pemerintah Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain).
3.   Internal Auditing (Pemeriksaan Intern)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laopran keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan tidak independen.
4.  Computer Audit
Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) sistem.
2.2  Audit Intern

2.2.1  Pengertian Audit Intern
Keberadaan dan manfaat yang dirasakan dari adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam suatu perusahaan, telah menempatkan pengendalian pada suatu tingkat perhatian yang mendalam dari para manajemen perusahaan. Hal ini juga telah membawa perkembangan serta pengakuan yang terus meningkat pula terhadap peranan audit intern sebagai salah satu alat pengendalian terhadap jenis atau unsur pengendalian lainnya. Pengertian Audit Intern atau pemeriksaan intern yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:iii) adalah :
“Pekerjaan penilaian yang bebas (independent) di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya Auditing (2004:12) adalah:

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan”.

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:29) adalah:

“Pemeriksa yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik/tidaknya penjagaan kekayaaan organisasi, menetukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.                                                 
Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas (independent) dalam suatu organisasi untuk meninjau, menguji, dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi untuk membantu pimpinan dalam memenuhi kebutuhannya dengan cara menyajikan analisis, penilaian/rekomendasi dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.
2.2.2  Sasaran Audit Intern

Sasaran audit intern adalah tujuan khusus dari suatu sistem yang khusus, dapat pula menunjuk pada berbagai hal seperti tujuan atau sasaran suatu pekerjaan, operasi atau program, standar pekerjaan atau pengoperasian, tingkat pelaksanaan, serta target atau hasil yang diharapkan. Sasaran masing-masing sistem haruslah diidentifikasi. Sasaran tersebut harus didefinisikan secara jelas, dapat diukur, dicapai dan sejalan dengan tujuan lebih luas yang telah ditetapkan serta jelas menyebutkan berbagai risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya berbagai tujuan. Sasaran Audit Intern yang dikemukakan oleh Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:iii) adalah :
“Guna membantu semua anggota pimpinan untuk melaksanakan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya, dengan menyiapkan analisis, penilaian, rekomendasi dan komentar yang tepat mengenai kegiatan-kegiatan yang diperiksa”.


Untuk mencapai sasaran ini terlihat kegiatan-kegiatan seperti :

1. Meneliti dan menilai baik tidaknya, memadai tidaknya penerapan pengendalian akuntansi, keuangan dan cara-cara pengendalian lainnya, serta meningkatkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.

2. Meyakinkan sejauh mana kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati

3. Memeriksa sejauh mana kekayaan/harta perusahaan dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala macam kerugian/kehilangan

4. Memeriksa sejauh mana management data yang telah dikembangkan dalam perusahaan dapat diandalkan

5. Menilai mutu hasil-hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab/tugas atau kewajiban yang diserahkan

6. Mengajukan rekomendasi/sasaran untuk meningkatkan efisiensi operasi
2.2.3  Aktivitas Audit Intern

Aktivitas audit intern yang efektif menurut Amin Widjaja Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:v) memerlukan adanya :

“1. Organisasi audit intern yang independen dan dibawah pimpinan tertinggi
2. Pendelegasian wewenang secara memadai dari manajemen serta memungkinkan auditor intern untuk memantau tindak lanjut hasil audit
3. Dukungan yang efektif dan terus menerus dari manajemen
4. Staf yang mampu, yang dapat mengikuti cara berpikir manajemen dan dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain”.
Ruang lingkup dari pekerjaan auditor intern, pada umumnya didefinisikan di dalam wewenang yang didelegasikan, yang memuat fungsi yang ditetapkan untuk audit intern. Oleh karena itu, kepala departemen audit intern harus bertanggung jawab pada pejabat yang cukup tinggi dalam organisasi, yang memiliki ruang lingkup wewenang yang cukup untuk mengambil tindakan yang efektif atas temuan-temuan dan rekomendasi-rekomendasi yang dibuat olehnya. Sama pentingnya dengan didelegasikan wewenang dan tanggung jawab yang memadai adalah harus ada dukungan yang benar dan nyata dari manajemen. Posisi staf audit intern harus menunjukan keadaan sebagai staf atau unit penasihat yang sejajar dengan posisi departemen lainnya.
2.2.4 Fungsi dan Tanggung Jawab Staf Audit Intern
Direktur audit intern terutama memikul tanggung jawab untuk menerapkan program audit intern perusahaan.

Program tersebut memberikan :

1. Telaah dan penilaian kewajaran, kesesuaian, efektivitas, dan aplikasi yang tepat dari pengendalian akuntansi, keuangan dan operasi yang lain

2. Penentuan sejauh mana kesesuaian dengan pengendalian dan kebijakan, rencana dan prosedur lain yang ditetapkan

3. Penentuan sejauhmana aktiva perusahaan dapat dipertanggung jawabkan dan diamankan dari kehilangan dalam segala bentuk

4. Penentuan keandalan dan keuangan manajemen yang dikembangkan dalam  organisasi

5. Penerbitan laporan kepada tingkat manajemen yang tepat yang menyatakan simpulan dan rekomendasi

Audit intern mengarahkan personil dan aktivitas-aktivitas departemen audit intern dan mempunyai tanggung jawab terhadap program dan pelatihan staf audit intern.

Tanggung jawab audit inten adalah menyiapkan rencana tahunan untuk pemeriksaan semua unit perusahaan dan menyajikan program tersebut untuk persetujuan.

2.2.5  Independensi dan Objektivitas Audit Intern 

Sebagaimana pengertian audit intern yang tercermin dalam definisinya yaitu sebagai fungsi penilaian atas semua aktivitas perusahaan, maka sifat independen dari audit intern dapat mencapai tujuan secara efektif agar seorang pemeriksa efektif dalam melakukan tugasnya maka ia harus mandiri (independent) atau terbatas dari aktivitas-aktivitas yang diperiksanya. Hal ini hanya bisa dicapai bila diberikan status atau kedudukan yang tepat dalam struktur organisasi perusahan dan memiliki tingkat objektivitas yang diperlukan. Pengertian independensi menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2000:27) adalah :

“Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain”.

Dengan demikian independensi akan memungkinkan audit intern untuk dapat melakukan pekerjaan secara bebas dan objkektif dan memungkinkan audit intern membuat pertimbangan penting secara netral dan tidak menyimpang kemudian independensi tersebut dapat dicapai melalui kedudukan organisasi dan objektivitas. Objektivitas menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:57) adalah :

“Suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota, prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada dibawah pengaruh pihak lain”.
Dengan demikian objektivitas hal yang dimiliki oleh audit dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak memberikan faktor salah saji material yang dilakukan atau mengalihkan pertimbangan kepada pihak lain
Kedudukan organisasi adalah fungsi internal auditing dan dukungan yang diberikan oleh pimpinan merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan dalam ruang lingkup dan nilainya. Oleh karena itu, kepala bagian audit intern harus bertanggung jawab kepada seorang pejabat yang wewenangnya memadai/cukup tinggi untuk menjamin ruang lingkup audit yang luas dan juga pertimbangan yang memadai tentang tindakan yang efektif atas hasil serta rekomendasi audit. 

2.2.6 Kompetensi Audit Intern
Untuk meletakan kepercayaan terhadap hasil auditor intern, auditor independen  berkepentingan untuk menilai kompetensi. Dalam menetapkan kompetensi auditor intern biasanya mempertimbangkan informasi yang diperoleh dari pengalaman dalam audit sebelumnya dengan fungsi audit intern. Auditor intern dapat pula menggunakan standar profesional auditing intern sebagai kriteria untuk melakukan penilaian atas kompetensi. Pengertian kompetensi menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:58) adalah :

“Anggota yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik diperoleh melalui pendidikan dan pengetahuan”.  
Jadi setiap anggota harus melaksanakan jasa pofesional dengan kehatian-kehatian, kompetensi dan ketentuan-ketentuan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan kemampuan profesioanl pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesionalnya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktek, legislasi dan teknik yang paling muktahir.
2.2.7  Perencanaan dan Program Audit Intern 
Agar pemeriksaan berjalan lancar dan baik maka terlebih dahulu harus membuat perencanaan dan program yang akan dilaksanakan agar pemeriksaan tercapai dengan baik.
Tahap-tahap perencanaan audit merupakan langkah pertama dan sekaligus merupakan tahap yang paling penting dalam proses audit untuk memutuskan :

1. Prioritas audit, misalnya bidang apa dalam suatu perusahaan yang harus mendapat tempat pertama dalam audit intern kali ini

2. Arah dan pendekatan audit, yaitu: bagaimana audit tersebut harus dilakukan, direncanakan dan dibuatkan programnya

3. Perencanaan alokasi sumber daya dan waktu audit yang bersangkutan, misalnya berapa biaya dan tenaga audit yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit intern tersebut

Ada 3 tahapan dalam perencanaan audit menurut Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:28) sebagai berkut :

“1.  Tahap survei pendahuluan
  2.  Tahap anggaran untuk sumber daya audit
  3.  Tahap perencanaan kerja audit”.
Tiga buah tahap perencanaan audit diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.  Tahap survei pendahuluan
Bertujuan mencari informasi yang bersifat umum mengenai latar belakang satuan organisasi dan kegiatan manajemen yang akan diperiksa.

2.  Tahap anggaran untuk sumber daya audit
Tujuan anggaran adalah untuk menentukan batasan-batasan sumber daya yang tersedia untuk melakukan audit intern. Sumber daya yang akan dialokasikan meliputi anggaran sumber daya uang, manusia dan waktu yang tersedia.

3.  Tahap perencanaan kerja audit
Perencanaan kerja merupakan tugas yang sulit karena tiap proyek membutuhkan penanganan tersendiri dan tidak ada pendekatan standar, namun demikian auditor harus mengembangkan sebuah rencana yang dapat mencakup minimal bidang-bidang yang utama (bidang-bidang) kunci.
Pengertian Audit Program menurut Amin Widjaja T dalam bukunya Internal Auditing (2005:iii) adalah :

“Perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif”.
Pendapat lain menurut Sukrisno Agoes dalam bukunya Auditing (2004:130) adalah :

“Kumpulan dari prosedur audit yang akan dijalankan dan dibuat secara tertulis”.

  Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:104) adalah  :

“Daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu”.

Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa program pemeriksaan mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan ketika menyusun program pemeriksaan, pengetahuan dan pertimbangan para karyawan pemeriksaan harus berpengalaman dan dapat menerapkan juga memastikan bahwa semua hal yang terdapat dalam program adalah tepat dan benar.

Tujuan yang ingin dicapai dengan program audit menurut Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:34) adalah :

“1. Memberikan bimbingan proseduril untuk melaksanakan pemeriksaan
2.  Memberikan daftar simak-checlist sementara pemeriksaan  berlangsung
  3.    Merevisi program audit sebelumnya akibat adanya perubahan-perubahan standar, prosedur yang digunakan oleh perusahaan”.
2.2.8  Laporan Kerja Audit Intern

Kegiatan audit intern dan temuan yang diperolehnya selama pemeriksaan pada akhirnya akan dituangkan ke dalam suatu laporan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk melakukan koreksi atas sistem yang ada di perusahaan. Pengertian laporan kerja pemeriksaan menurut Mulyadi dalam bukunya Auditing (2002:101) adalah 

“Alat utama yang dipakai oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil pekerjaannya kepada pemakai jasanya”.
Menurut  Alvin A. Arens yang diterjemahkan oleh Amir Abadi  Jusuf dalam bukunya Auditing (2003:15) adalah :
“Komunikasi atas temuan auditor kepada pengguna informasi”.
Bentuk laporan audit intern menurut Amin Wijaya Tunggal dalam bukunya Internal Auditing (2005:97) adalah :

“1.   Lisan 

2. Daftar kuesioner

3. Surat

4. Laporan yang berisi sekumpulan komentar”.
Empat buah laporan audit intern diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.  Lisan 

Laporan secara lisan biasanya timbul dari suatu kejadian yang serius atau segera, yang tidak memerlukan pencatatan. Komunikasi secara lisan ini merupakan cara yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah kecil (tidak penting) atau mendiskusikan terlebih dahulu masalah-masalah yang akan dilaporkan dalam laporan tertulis.
2.  Daftar kuesioner

Daftar kuesioner diperlukan untuk suatu check list atau berfungsi sebagai pencatat pekerjaan apa saja yang telah dilakukan, tetapi sebagai suatu bentuk laporan daftar kuesioner tersebut kurang memberikan informasi secara efektif.
3. Surat

Laporan berbetuk surat dilakukan apabila masalah yang dibicarakan cukup singkat. Hal ini seringkali juga digunakan sebagai pengantar suatu laporan resmi atau rekomendasi kepada staf yang bertanggung jawab dalam suatu kegiatan perusahaan.
4. Laporan yang berisi sekumpulan komentar

Laporan yang berisi sekumpulan komentar ini sangat tepat digunakan untuk tabulasi, rincian hasil diskusi, rekomendasi yang cukup banyak atau bila laporan terdiri banyak halaman. Laporan dalam bentuk ini lebih mudah penggunaanya.
Dapat disimpulkan bahwa laporan-laporan tersebut beragam sifatnya, tetapi seluruh laporan tersebut harus dapat memberikan informasi kepada para pengguna akan tingkat kesesuaian dari informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Biasanya auditor akan memilih salah satu dari bentuk laporan tersebut diatas sesuai dengan kebutuhan manajemen.

2.2.9  Tindak Lanjut Audit Intern

Audit intern bertanggung jawab untuk mengikuti apakah laporan audit ditindaklanjuti oleh manajemen dalam bentuk tindakan koreksi. Disini auditor bertugas untuk mengidentifikasi dan melaporkannya kepada tingkat manajemen yang seharusnya menerima laporan tersebut.

Kegagalan memonitor risiko agar dikoreksi atau setidaknya sampai manajemen menyatakan bahwa bertanggung jawab untuk menangung risiko, hal ini lebih-lebih audit bertujuan untuk terlibat dalam pengendalian setiap fase aktivitas bisnis yang diaudit intern mungkin dapat menyumbangkan sesuatu untuk manajemen.
Tindak lanjut harus terus sampai perubahan yang memuaskan diperoleh. Auditor intern tidak mencampuri manajemen dan hanya bertugas mengawasi saja dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1.  Responsif terhadap cacat yang dilaporkan 

2. Lengkap dalam mengkoreksi seluruh aspek material dalam kekurangan 

3. Hasil perbaikan dampaknya kontinu

4.  Memonitor untuk memastikan keefektivan dan mencegah terjadinya kembali problema yang sama
2.3  Pengertian Efektivitas




Pengertian efektivitas menurut Agoes Sukrisno dalam bukunya Auditing (2004:182) adalah :
“Perbandingan masukan antara keluaran dalam berbagai kegiatan sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan baik ditinjau dari kualitas (volume) hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan” .

Sedangkan menurut Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen (2000:320) adalah  :

“Hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”.

Pendapat lain menurut Abdul Halim dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen (2004:3) adalah :

“Hubungan antara output dengan pusat pertanggung jawaban, semakin besar kontribusi output terhadap tujuannya, maka semakin efektif suatu unit tersebut”.
Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran kemampuan mengenai sampai dimana atau sampai seberapa jauh suatu tujuan itu dapat dicapai dengan melakukan hal yang tepat untuk pencapaiannya.

2.4 Pengendalian Intern

2.4.1  Pengertian Pengendalian Intern
Semakin luasnya ruang lingkup kegiatan perusahaan, mengakibatkan manajemen tidak dapat melakukan pengawasan secara langsung terhadap jalannya operasi perusahaan, sedangkan tanggung jawab yang utama untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan oleh karena itu pimpinan perusahaan melimpahkan segala tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya.

Dengan adanya sebagian pelimpahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut pimpinan perusahaan membutuhkan suatu pengendalian yang dapat memberikan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan memberikan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan dapat memberikan ketaatan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh karena itu pimpinan perusahaan perlu menetapkan suatu pengendalian intern yang memadai. 
Pengertian pengendalian intern dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (2001:319.2) adalah:
“Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan prosenel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapain tentang tiga golongan tujuan berikut : (1) keandalan pelaporan keuangan (2) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (3) efektivitas dan efisiensi operasi”.
Sedangkan menurut Sukrisno Agoes yang mengutip dari Standar Profesional Akuntan Publik 319.2 dalam bukunya Auditing (2005:79) adalah:
“Sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan prosenel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapain tentang tiga golongan tujuan berikut : (a) keandalan pelaporan keuangan (b) kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku (c) efektivitas dan efisiensi operasi”.
Pendapat lain menurut Krismiaji dalam bukunya Sistem Informasi Akuntansi (2002:218) adalah :

“Rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern merupakan untuk menggambarkan semua metode atau cara yang digunakan serta ukuran yang diambil oleh manajemen perusahaan untuk secara langsung mengawasi pegawai-pegawainya dan mengendalikan sesuatu yang terjadi diperusahaan.

2.4.2  Unsur-unsur Pengendalian Intern 

Unsur-unsur pengendalian intern yang dikemukakan oleh Sunarto dalam bukunya Auditing (2002:342) adalah :

“1.   Lingkungan Pengendalian

2. Informasi Dan Komunikasi

3. Fokus utama sistem akuntansi 
4. Pemonitoran 
5. Komponen Pengendalian Intern”
Lima unsur-unsur pengendalian intern diatas dibahas dalam uraian berikut:
1.  Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian mempengaruhi suasana suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran tentang pengendalian kepada orang-orangnya.

2. Informasi Dan Komunikasi

Sistem informasi yang berhubungan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang mencakup akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi perusahaan dan menyelenggarakan pertanggungjawaban atas aktiva dan kewajiban yang bersangkutan.

Komunikasi menyangkut pemberian pemahaman yang jelas tentang peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan struktur pengendalian intern atas pelaporan keuangan.

3. Fokus utama sistem akuntansi adalah pada transaksi, transaksi terdiri dari pertukaran barang dan jasa antara perusahaan dengan pihak luar, termasuk pula penyerahan atau penggunaan aktiva dan jasa dalam perusahaan  sendiri. Sejalan dengan itu, maka fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian harus ditangani sehingga dapat mencegah salah saji dalam asersi manajemen di laporan keuangan. 

4. Pemonitoran adalah proses penilaian kualitas kinerja struktur pengendalian intern. Hal ini menyangkut penilaian tentang rancangan dan pelaksanaan operasi pengendalian oleh orang yang tepat untuk setiap periode waktu tertentu. Pemonitoran bisa terjadi atas aktivitas yang sedang berlangsung.
5. Komponen Pengendalian Intern

Metode yang dilakukan auditor untuk memenuhi standar pekerjaan lapangan kedua meliputi tiga kegiatan berikut :

· Mendapatkan pemahaman yang cukup tentang struktur pengendalian intern yang berlaku pada perusahaan klien untuk merencanakan audit

·   Memperhitungkan risiko pengendalian untuk setiap asersi penting yang terdapat pada saldo rekening, kelompok transaksi dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan

·   Merancang pengujian substantif untuk setiap aserasi laporan keuangan yang signifikan.
2.4.3  Keterbatasan Pengendalian Intern

Keterbatasan pengendalian intern yang dikemukakan oleh Sunarto dalam bukunya Auditing (2002:139) adalah :
“1.  Kesalahan dalam pertimbangan


2.  Kemacetan 

3.  Kolusi 


4.  Pelanggaran oleh manajemen

5.  Biaya dan Manfaat”.
Lima keterbatasan pengendalian intern diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali terjadi, manajemen dan personel lainnya melakukan pertimbangan yang kurang matang dalam pengambilan keputusan bisnis, atau dalam melakukan tugas-tugas rutin karena kekurangan informasi, keterbatasan waktu, atau penyebab lainnya.

2. Kemacetan 

Kemacetan pada pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan instruksi stau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan. Perpindahan personel sementara atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan

3. Kolusi 

Kolusi atau persekongkolan yang dilakukan oleh seorang pegawai dengan pegawai lainnya atau dengan pelanggan, atau pemasok bisa tidak terdeteksi oleh struktur pengendalian intern.

4. Pelanggaran oleh manajemen

Manajemen bisa melakukan pelanggaran atas kebijakan atau prosedur-prosedur untuk tujuan-tujuan tidak sah, seperti keuntungan pribadi atau membuat laporan keuangan menjadi tampak baik
5. Biaya dan Manfaat

Biaya penyelenggaraan suatu srtuktur pengendalian intern seyogyanya tidak melebihi manfaat yang akan diperoleh dari penerapan pengendalian intern tersebut.
2.5  Kas 

2.5.1 Pengertian Kas 
Kas merupakan harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok aktiva lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering mengalami perubahan atau mutasi hal ini terjadi karena hampir sebagian besar transaksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas. Pengertian kas menurut Warren Revve Fess yang diterjemahkan oleh Aria Farahmita dalam bukunya Intermadite (2005:362) adalah:
“Koin, uang kertas, cek, wesel (money order atau kiriman uang melalui pos yang lazim berbentuk draft bank atau cek bank, hal ini untuk selanjutnya diistilahkan dengan wesel), uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik tanpa pembatasan dari bank bersangkutan”.

Pendapat lain menurut Haryono Jusup dalam bukunya Dasar-dasar Akuntansi (2001:2) adalah :

“Aktiva yang dimiliki dan digunakan pada hampir semua perusahaan. Kas meliputi uang tunai (uang kertas maupun uang logam) dan kertas-kertas berharga yang dapat disamakan dengan uang, serta simpanan di Bank yang dapat digunakan sewaktu-waktu (misalnya rekening giro)”.
Sedangkan menurut Sunarto dalam bukunya Pengantar Akuntansi 2 (2005:362) adalah  :

“Alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan”. 
Dilihat dari tiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kas merupakan kas terdiri dari uang tunai perusahaan, giro-giro pada bank dan surat-surat berharga yang mudah dijual atau deposito jangka pendek.

2.5.2  Prinsip-prinsip Pengendalian Intern Kas
Prosedur-prosedur pengendalian intern berbeda-beda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya dan tergantung pada beberapa faktor, seperti sifat operasi dan besarnya perusahaan. Namun demikian, prinsip-prinsip pengendalian intern yang pokok terhadap kas dapat diterapkan pada semua perusahaan. Tujuh prinsip pengendalian intern yang pokok menurut Haryono Jusup dalam bukunya Dasar-dasar Akuntansi (2001:2) meliputi :
“1.  Penetapan tanggung jawab secara jelas

2.  Penyelenggaraan pencatatan yang memadai

3.  Pengasurasian kekayaan dan karyawan perusahaan

4.  Pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva 

5.  Pemisahan tanggung jawab atas transaksi yang berkaitan

6.  Penggunaan peralatan mekanis (jika memungkinkan)

7.  Pelaksanaan pemeriksaan secara independen.”
Ketujuh buah prinsip pengendalian intern diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.  Penetapan Tanggung Jawab secara Jelas

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik, manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas dan tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan padanya. Apabila perumusan tanggung jawab tidak jelas dan terjadi suatu kesalahan, maka akan sulit untuk mencari siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.

2.  Penyelenggaraan Pencatatan yang Memadai

Untuk melindungi aktiva dan menjamin bahwa semua karyawan melaksanakan prosedur yang ditetapkan, diperlukan pencatatan yang baik. Catatan yang bisa dipercaya akan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan manajemen untuk memonitor operasi perusahaan. 

3.  Pengasuransian Kekayaan dan Karyawan Perusahaan

Kekayaan perusahaan harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan yang memadai. Demikian pula karyawan yang menangani kas dan suat-surat berharga harus dipertanggungkan. Salah satu cara mempertanggungkan karyawan ialah dengan membeli polis asuransi atas kerugian akibat pencurian oleh karyawan 
4.  Pemisahan Pencatatan dan Penyimpanan Aktiva 

Prinsip pokok pengendalian intern mensyaratkan bahwa pegawai yang menyimpan atau bertanggung jawab atas aktiva tertentu, tidak diperkenankan mengurusi catatan akuntansi atas aktiva yang bersangkutan. Apabila prinsip ini diterapkan, pegawai yang bertanggung jawab atas suatu aktiva cenderung untuk tidak memanipulasi atau mencuri aktiva yang menjadi tanggung jawabnya, karena ia tahu bahwa ada orang lain yang menyelenggarakan pencatatan aktiva tersebut.

5.  Pemisahan Tanggung Jawab atas Transaksi yang Berkaitan 

Pemisahan Tangung jawab atas Transaksi yang berkaitan atau bagian-bagian dari transaksi yang berkaitan harus ditetapkan pada orang-orang atau bagian-bagian dalam perusahaan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang akan diperiksa (dicheck) oleh orang lain. Cara seperti ini tidak perlu mengakibatkan duplikasi pekerjaan, karena pegawai tidak perlu mengulangi pekerjaan yang telah dilakukan oleh orang lain.

6.  Penggunaan Tanggung Jawab atas Transaksi yang Berkaitan
Apabila keadaan memungkinkan, sebaiknya perusahaan menggunakan peralatan-peralatan mekanis, seperti kas register, check protector, mesin pencatat waktu, dan peralatan mekanis lainnya. Kas register yang memiliki pita pencatat terkunci di dalamnya, akan mencatat semua tranaksi penjualan tunai. Check protector yang dapat membuat perforasi mengenai jumlah rupiah setiap check, akan bermanfaat untuk menghindar terjadinya penggantian angka rupiah pada cek.
7.  Penggunaan Peralatan Mekanis (Jika Memungkinkan)

Apabila keadaan memungkinkan, sebaiknya perusahaan menggunakan peralatan-peralatan mekanis seperti kas register, check protector, mesin pencatatan waktu dan peralatan mekanis lainnya.
2.5.3  Pengendalian Intern Kas
Karena uang kas memiliki sifat-sifat yang mudah dipindah tangankan, mudah dibawa atau diambil maka dibutuhkan pengendalian intern yang khusus dalam penanganannya. Pengendalian intern yang baik terhadap kas memerlukan prosedur-prosedur yang memadai untuk melindungi penerimaan kas maupun pengeluaran kas. Dalam merancang prosedur-prosedur tersebut hendaknya diperhatikan prinsip-prinsip pokok pengendalian intern yaitu :

a. Harus terdapat pemisahan tugas secara tepat, sehingga petugas yang bertanggung jawab menangani transaksi kas dan menyimpan kas tidak merangkap sebagai petugas pencatatan transaksi kas. Diperlukan agar petugas yang bersangkutan dengan transaksi kas tidak dapat dengan mudah melakukan penggelapan kas, kecuali bila bersekongkol.
b. Semua penerimaan kas hendaknya disetorkan seluruhnya ke bank secara harian. Agar pertugas yang menangani kas tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan kas perusahaan untuk keperluan pribadi.
c. Semua pengeluaran kas hendaknya dilakukan dengan menggunakan cek, kecuali untuk pengeluaran yang kecil jumlahnya dimungkinan untuk meggunakan uang tunai yaitu melalui kas kecil. Agar semua transaksi kas memiliki pencatatan yang dilakukan oleh pihak di luar perusahaan (ekstern). Hasil pencatatan yang ddilakukan oleh bank dituangkan dalam laporan bank yang dapat dijadikan konfirmasi atas catatan yang dilakukan oleh perusahaan.
d. Laporan bank yang dapat dijadikan konfirmasi atas catatan yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun Pengendalian kas menurut Soemarso S.R dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar (2004:296) meliputi :
“1. Perencanaan arus kas (cash flow plannning)

2. Pengendalian penerimaan kas

3. Pengendalian pengeluaran kas

4. Melakukan rekonsiliasi bank

5. Penerapan sistem dana tetap untuk kas kecil.”
Kelima pengendalian intern kas diatas akan dibahas dalam uraian berikut :
1.  Perencanaan arus kas (cash flow planning)

Mempunyai uang kas yang tidak cukup dalam perusahaan dapat membahayakan sebab, ada kemungkinan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Tetapi, mempunyai terlalu banyak uang kas juga tidak sehat. Oleh karena itu, manajemen perusahaan perlu melakukan perencanaan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas. Termasuk di dalamnya merencanakan sumber-sumber penerimaan yang bisa diperoleh apabila pada suatu saat mengalami kekurangan kas dan merencanakan pemanfaatannya apabila mengalami kelebihan kas.

Perencanaan arus kas dapat dilakukan dengan membuat anggaran kas untuk periode-periode tertentu. Anggaran kas dapat sebagai alat penggendali penerimaan dan pengeluaran kas. Pada masa tertentu, anggaran kas dibandingkan dengan realisasinya. Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mencolok, manajemen perusahaan segera dapat melakukan tindakan perbaikan.
2.  Pengendalian penerimaan kas


Prosedur penerimaan uang kas dalam perusahaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga kemungkinan tidak tercatat dan tidak diterimanya uang yang seharusnya diterima dapat dikurangi menjadi sekecil mungkin. Prosedur penerimaan kas perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Terdapat pemisahan tugas antara yang menyimpan, yang menerima dan yang mencatat penerimaan uang.

b. Setiap penerimaan uang langsung disetor ke bank sebagaimana adanya 

3.  Pengendalian pengeluaran kas 

Seperti halnya penerimaan uang, prosedur pengeluaran kas perlu dirancang sedemikian rupa sehingga hanya pengeluaran-pengeluaran yang telah disetujui dan betul-betul untuk kegiatan perusahaan saja yang dicatat dalam pembukuan perusahaan. Pada dasarnya untuk dapat menghasilkan sistem pengendalian yang baik, prosedur pengeluaran kas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Semua pengeluaran dilakukan dengan cek. Pengeluaran-pengeluaran dalam jumlah kecil dilakukan melalui dana kas kecil

b. Semua pengeluaran kas harus memperoleh persetujuan dari yang berwenang terlebih dahulu

c.  Terdapat pemisahan tugas antara yang berhak menyetujui pengeluaran kas, yang menyimpan uang kas dan melakukan pengeluaran serta yang mencatat pengeluaran kas

4.  Rekonsiliasi Bank

Apabila semua penerimaan uang langsung disetorkan ke bank dan semua pembayaran dilakukan dengan cek, maka akun kas diperusahaan akan sama dengan akun bank. Saldo akun bank di buku besar perusahaan menunjukan jumlah uang perusahaan yang disimpan dibank dalam bentuk rekening koran. Secara teoritis saldo kedua akun ini akan selalu sama, tetapi dalam peraktinya tidak. Ketidaksamaan antara saldo buku dengan saldo bank pada hakikatnya disebabkan oleh karena salah satu atau kedua sebab di bawah ini :

a. Kelambatan salah satu (bank atau perusahaan) dalam mencatat suatu transaksi

b. Kesalahan yang dibuat oleh salah satu pihak dalam mencatat suatu transaksi

5.  Penerapan Sistem Dana Tetap Untuk Kas Kecil

Sebelum dinyatakan bahwa agar dapat dikendalikan dengan baik, semua penerimaan uang langsung disetorkan ke bank dan semua pengeluaran uang dilakukan dengan cek. Dalam praktik tidak semua pengeluaran uang dapat dilakukan dengan cek. Pengeluaran dalam jumlah kecil biasanya tidak dapat dilakukan dengan cek oleh karena tidak praktis.

Untuk mengatasi pengeluaran-pengeluaran uang semacam itu, perusahaan menyisihkan sejumlah uang tertentu yang disebut dana kas kecil (petty cash fund). Uang yang disisihkan untuk dana kas kecil ini dipegang oleh kasir yang ditunjuk. Jenis dan jumlah pengeluaran uang tertentu yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui dana kas kecil.

Jika dana kas kecil telah menyusut sampai jumlah minimum tertentu. Kasir pemegang kas kecil mengajukan permintaan penggantian. Walaupun belum sampai pada batas minimum, tiap akhir bulan kasir pemegang kas kecil harus membuat pertanggung jawaban tentang pengeluaran uang melalui dana kas kecil yang dipegangnya. Perlu diingat bahwa penerimaan uang dari manapun sumbernya tidak boleh diterimakan melalui kas kecil. Sumber penerimaan satu-satunya bagi dana kas kecil adalah dari bank. 

2.6  Pengaruh Audit Intern terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Kas
Tugas fungsi audit intern adalah menyelidiki dan menilai pengendalian intern dan efesiensi pelaksanaan fungsi berbagai unit organisasi. Dengan demikian fungsi audit merupakan bentuk pengendalian yang fungsinya adalah untuk mengukur dan menilai efektivitas unsur-unsur pengendalian intern yang lain. Fungsi audit intern merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain, untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka.

Yang menjadi perhatian utama dalam audit intern pada kas pada umumnya ditunjukan kepada ketepatan dan keabsahan atas transaksi-transaksi kas dan saldonya. Hal tersebut akan memberikan gambaran tentang kondisi penerimaan kas dan pengeluaran kas untuk mencagah terjadinya ketidaksesuaian yang disebabkan adanya perubahan kas yang dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Dalam hal ini diperlukan adanya audit intern dalam pengendalian intern kas yang memadai.

Untuk meningkatkan pengaruh audit intern terhadap efektivitas pengendalian intern kas, hal-hal yang harus dipenuhi adalah :

1. Status auditor intern dalam organisasi entitas

2. Penerapan standar profesional

3. Perencanaan audit, termasuk sifat, saat dan lingkup pekerjaan audit

4. Akses ke catatan dan apakah terdapat pembatasan atas lingkup aktivitas mereka

Dalam menentukan tingkat ketepatan dan keabsahan transaksi kas dan saldonya, audit intern membentuk fungsi-fungsi sebagai berkut :

1. Menentukan kebenaran pencatatan-pencatatan kas

2. Mengevaluasi audit intern penerimaan dan pengeluaran kas

3. Memeriksa sampai dimana ketaatan pekerjaan dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan

Kemungkinan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pemotongan yaitu pengambilan penerimaan kas sebelum dihitung untuk kas yang telah dicatat

2. Pencurian yaitu pengambilan uang tunai setelah perhitungan dicatat

3. Mengubah yaitu menyesatkan laporan keuangan tanpa mengambil harta

Selain itu kemungkinan ketidaksesuaian bisa pula terjadi dengan menyembunyikan dan menimbulkan kondisi pencatatannya sebagai berikut :

1. Tidak disembunyikan atau dibukanya perhitungan kas adalah lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan yang telah dicatat

2. Kemudian perhitungan yang belum dicatat, atau dikurangi setelah dilakukan pencatatan

Pengendalian intern yang dirancang dengan baik sekalipun, tidaklah berarti apa-apa dipandang dari segi pengendalian kalau saja pengendalian intern yang telah ditetapkan tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Begitu pula dengan pengendalian intern atas kas yang dirancang dan ditetapkan perusahaan untuk memastikan bahwa apa yang telah ditetapkan tersebut sudah cukup memadai sehingga mungkinkan tujuannya bisa tercapai secara efektif dan untuk memastikan, bahwa apa yang telah ditetapkan telah dijalankan sebagaimana mestinya adalah merupakan tanggung jawab utama dari audit intern dalam suatu lembaga atau organisasi perusahaan.

Penting bagi audit intern untuk melakukan tugas-tugas pemeriksaaan terhadap kas sebagai bagian daripada pemeriksaan keseluruhan. Hal ini disebabkan karena konsekuensi perusahaan, juga karena dalam perusahaan memegang peranan penting dan sangat rawan untuk disalahgunakan atau digelapkan. 

Jelaslah bahwa audit intern atas kas tidak saja menetukan keakuratan dan validitas dari transaksi dan saldo kas disamping itu efektivitas-efektivitas untuk menentukan hal itu, audit intern pun melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lebih luas lagi yaitu menentukan apakah prosedur internal check atas kas telah berjalan seperti apa yang telah ditetapkan. Audit intern juga menganalisis, menilai efektivitas serta efisiensi, perencanaan, penggunaan dan penyediaan kas dalam perusahaan.

Tujuan akhir dari pengaruh yang ditelaah antara audit intern dengan efektivitas pengendalian intern kas khususnya adalah penentuan kompetensi informasi yang real sehingga jika terjadi fraud (kecurangan) atas kelalaian akan dapat ditanggulangi sederhana mungkin sehingga berpengaruh atas efektivitas dari pengendalian intern khususnya.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa audit intern adalah perlu dalam memastikan dan mendukung tercapainya efektivitas pengendalian intern atas kas perusahaan, tidak saja menekankan kepada aspek akuntansi tetapi segi aspek manajemen pelaksanaan audit intern yang memadai akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.               
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